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PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Ed.

2 < ETA 2
Pl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Irham bin Ahmad Yusuf, NIK 5308012508870001, tempat dan tanggal lahir
Ngajo, 25 Agustus 1987, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan
Petani/Pekebun, tempat kediaman di Ngajo, RT 007
RW 004, Desa Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan
domisili  elektronik dengan alamat email:
ahmadirham2022@gmail.com; Selanjutnya disebut

sebagai Pemohon I;
dengan
Ratna Tawa binti Abdul Hamid Siga, NIK 5308015008930001, tempat dan
tanggal lahir Ndetuzea, 10 Agustus 1993, umur 29
tahun, agama lIslam, pendidikan Sekolah Menengah
Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman
di Puupau, RT 006 RW 003, Desa Ndetuzea,
Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dalam hal
ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat

email: ahmadirham2022@gmail.com; Selanjutnya

disebut sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon lI;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon | dan Pemohon II;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Ende pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

63/Pdt.P/2022/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan secara syari’at Islam pada tanggal 14 Mei 2016
di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung dari
Pemohon Il yang bernama Abdul Hamid Siga yang diwakilkan kepada Moh
Rudi karena ayah kandung dari Pemohon Il sedang berada di Ende,
dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab gabul antara
Pemohon | dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang
waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama
Abdul Karim dan Zulkifli;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan Pemohon
Il berstatus perawan, dengan Pemohon | ketika menikah berusia 29 tahun
dan Pemohon Il berusia 23 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama Muhamad Rizki Wahab, laki-laki, tempat
dan tanggal lahir Kalimantan, 13 Desember 2017, umur 4 tahun 8 bulan;

4. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum dicatatkan di KUA
tempat Pemohon | dan Pemohon Il menikah;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan
hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
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7. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tetap
beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon | dan Pemohon Il memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang
sahnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sanggup membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;

Pengadilan Agama Ende Cg. Majelis Hakim segera memeriksa perkara
ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2016 di Kutai Barat, Kalimantan Timur;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita
Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut selama 14
(empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu
yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pihak lain pun yang keberatan
atas permohonan a quo ke Pengadilan Agama Ende sehingga perkara ini
memiliki alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan
perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri (in persoon) di depan persidangan lalu
dibacakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon II, atas pertanyaan Hakim
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Tunggal, Pemohon | dan Pemohon Il memberikan keterangan tambahan secara

lisan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dihadiri oleh dua orang saksi
masing-masing bernama Abdul Karim selaku kakak kandung Pemohon |
dan Zulkifli selaku kakak sepupu Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai satu orang anak
bernama Muhamad Rizki Wahab, umur 4 tahun, lahir di Kutai Barat,
Kalimantan Timur;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum dicatatkan di Kantor
Urusan Agama setempat karena Pemohon | dan Pemohon Il baru datang di
Kutai Barat;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon membutuhkan pengesahan nikah guna
dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah, Akta Kelahiran,
Kartu Keluarga, dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:
1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon | Nomor:
DS.NDZ.14/KESRA.400.470.471/204/V111/2022, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,
tertanggal 9 Agustus 2022, telah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode
bukti (P.1);
1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Il Nomor:
DS.NDZ.14/KESRA.400.470.471/205/V111/2022, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,
tertanggal 9 Agustus 2022, telah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode
bukti (P.2);
2. Bukti Saksi
2.1. Suryadin bin Abdul Latif, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Guru Honorer, alamat tempat tinggal di Ngajo, RT 007 RW 004, Desa

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon 11,
namun terhubung komunikasi via telepon pada hari pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah
secara agama lIslam pada tanggal 14 Mei 2016 di Kutai Barat,
Kalimantan Timur;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
yang bernama Abdul Hamid Siga yang diwakilkan kepada Moh Rudi
karena ayah kandung Pemohon Il berada di Ende;

- Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar
tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il masing-masing bernama Abdul Karim bin Ahmad Yusuf
dan Zulkifli;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama, karena kawin lari, awal mula Pemohon | dan
Pemohon Il berpacaran orang tua Pemohon | tidak mersetui, namun
pada saat pelaksanaan pernikahan orang tua Pemohon | telah
merestui;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang lain
yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang
untuk menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon | dan Pemohon Il telah
hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak

pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il masih tetap beragama Islam

hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan ini

untuk mendapatkan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga

serta kepentingan hukum lainnya;d

- Bahwa sudah cukup;

2.2.Wan Suwandri bin Ahmad Yusuf, umur 26 tahun, agama Islam,

pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Ngajo, RT 007 RW 004,

Desa Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il karena masih kuliah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
secara agama Islam di Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada tanggal
14 Mei 2016 pukul 16.00 Waktu Setempat;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung
dari Pemohon Il yang bernama Abdul Hamid Siga yang diwakilkan
kepada Moh Rudi karena ayah kandung Pemohon Il berada di
Ende;

- Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan
tunai kepada Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il masing-masing bernama Abdul Karim
bin Ahmad Yusuf dan Zulkifli;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai seorang anak
bernama usia balita;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;
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- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama karena perjalanan yang tidak
begitu bagus;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon II adalah orang lain
yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang
untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun
sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah
menikah lagi dengan pasangan lainnya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il masih tetap beragama Islam
hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini
untuk mendapatkan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan
kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Isbat
Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi
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Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 namun tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim Tunggal
melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l telah dipanggil secara
resmi dan patut telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan telah
menikah pada tanggal 14 Mei 2016 di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan
wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Abdul Hamid Siga yang
diwakilkan kepada Moh Rudi karena ayah kandung Pemohon Il berada di Ende,
dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Karim bin Ahmad Yusuf
dan Zulkifli dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang telah
dibayar tunai serta terjadi ijab gabul antara Pemohon | dengan wali nikah
Pemohon Il, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian
nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama
Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Isbat Nikah yang
diajukan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut memiliki kepentingan hukum
(legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai

ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
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Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi
yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 bukti mana merupakan
fotokopi bukti lainnya, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya,
sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya
menyatakan Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan bertempat tinggal
sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah
memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1) dan
(P.2) terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan
bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau
diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon | dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai bahwa dua orang saksi
tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat,
didengar, atau dialaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk
didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi
persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan dua orang saksi saling
berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah
memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan Pemohon

| dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim
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Tunggal berpendapat bukti saksi Pemohon | dan Pemohon Il dapat

menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak beperkara, bukti-bukti
serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il tersebut di
atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara agama lIslam pada tanggal 14 Mei 2016 dalam Kutai Barat,
Kalimantan Timur;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilangsungkan dengan wali
nikah Abdul Hamid Siga (ayah kandung Pemohon Il) yang diwakilkan
kepada Moh Rudi, saksi-saksi pernikahan masing-masing bernama Abdul
Karim bin Ahmad Yusuf dan Zulkifli dengan mas kawin berupa Seperangkat
Alat Shalat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai dan tetap
beragama Islam;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak terdapat adanya
larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai satu
orang anak;

- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain Pemohon Il dan Pemohon I
tidak memiliki suami selain Pemohon I;

- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan
terhadap pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
terbukti bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bawa selain itu, tidak ada larangan perkawinan (mawaani'
al-nikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai
dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai
disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisaa ayat 23 tentang
perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh
Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2001) Jilid
[Il halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

Jie Saalsy 4ol e
Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
diisbatkan akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kesulitan yang
berkepanjangan, in cassu Pemohon | dan Pemohon Il serta keturunan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang
sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menganggap perlu untuk
mengemukakan kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin
Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa’id As-Sa’'diyyah (Riyadh: Dar
Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

Lgte G 238 ALl 155 1)y dgie (61 35 L) R 155 13)
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Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah
maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat
maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum
Islam, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il agar perkawinan yang
dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016 di Kutai Barat, Kalimantan Timur,
ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas
bukan kesengajaan Pemohon | dan Pemohon Il untuk tidak mencatatkan
pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim Tunggal
berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena
ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga
untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi dan Kependudukan maka Hakim Tunggal memerintahkan
Pemohon | dan Pemohon Il agar segera mencatatkan Isbat Nikah ini,
kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
tempat kediaman Pemohon | dan Pemohon Il sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman
Pemohon | dan Pemohon |l sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti
pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya
yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2.  Menetapkan sah perkawinan Pemohon | (Irham bin Ahmad Yusuf)
dengan Pemohon Il (Ratna Tawa binti Abdul Hamid Siga) yang
dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 14 Mei 2016 di Kutai
Barat, Kalimantan Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat
kediaman Pemohon | dan Pemohon Il sekarang;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga Kkini

terhitung sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Ende pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriah, oleh H. Abdulloh Al Manan, Lc. sebagai
Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tungal tersebut, dan dibantu oleh Siti
Aminah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon | dan

Pemohon Il.

Hakim Tunggal,

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.
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Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rpl10.000,00
5. Biaya Materai : Rp10.000,00
Jumlah Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).
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